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PEMANFAATAN PERLINDUNGAN HUKUM MEREK OLEH 
PENGUSAHA UKM BATIK DI KOTA SURAKARTA 
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pengusaha UKM batik di Kota 
Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek dan untuk 
mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek di 
Kota Surakarta. Metode penelitian menggunakan metode yuridis empiris yang 
bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yakni wawancara dan data 
sekunder yakni data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan 
data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), kemudian data 
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan para 
pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan 
hukum terhadap merek dagang  antara lain kurangnya pengetahuan mengenai 
pendaftaran merek, dan beranggapan merek tidak perlu didaftarkan, juga 
rendahnya peran pemerintah serta mahalnya biaya pendaftaran merek. Sedangkan 
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek meliputi 
lemahnya pemahaman dan sikap masa bodoh pengusaha terhadap pentingnya 
merek, karena pengusaha mengedepankan kualitas, beberapa pengusaha pun 
memproduksi batik tanpa merek karena produk tersebut akan dijual kembali 
kepada orang yang akan menempelkan sendiri merek terhadap batik tersebut. Dan 
juga kendala lain datang dari Pemerintah Kota Surakarta, dimana Dinas Koperasi 
dan UMKM selaku wakil dari Pemerintah Kota Surakarta tidak mengerti akan 
peraturan merek yaitu UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. 
 
Kata kunci: perlindungan hukum, merek, usaha kecil dan menengah 
 
ABSTRACT 
This study aims to find out the reason why UKM batik entrepreneurs in Surakarta 
have not used the protection of brand law and to know the obstacles in the 
implementation of brand law protection in Surakarta. The research method used 
descriptive juridical empiric method. Sources of data consists of primary data ie 
interviews and secondary data namely primary, secondary and tertiary legal data. 
Methods of data collection through literature study and field study (interview), 
then the data were analyzed qualitatively. The result of the research shows that the 
reason for the UKM batik businessmen in Surakarta City has not utilized legal 
protection against trademarks, such as lack of knowledge about brand registration, 
and assuming the brand does not need to be registered, also the low role of 
government and the high cost of registration of brand. While the obstacles 
encountered in the implementation of brand law protection derived from the lack 
of understanding and entrepreneurial stupidity of the importance of the brand, 
because entrepreneurs put forward the quality, some entrepreneurs also produce 
batik without brand because the product will be sold back to people who will 
attach their own brand to the batik. And than constraints come from the 
Government of the City of Surakarta, where the Office of Cooperatives and UKM 
as representatives of the Government of the City of Surakarta do not understand 
the rule of the brand that is Law No. 20 of 2016 on Brands and Geographical 
Indications. 
 
Keywords: legal protection, brand, UKM 
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1. PENDAHULUAN 
Salah satu dari keanekaragaman di bidang seni yang dimiliki oleh 
Indonesia adalah kesenian batik. Batik adalah seni rentang warna yang meliputi 
proses pemalaman (lilin), pencelupan (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan), 
hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian 
yang tinggi.
1
 Batik sendiri merupakan karya seni budaya bangsa Indonesia yang 
dikagumi dan diakui oleh dunia. Batik telah menjadikan bangsa Indonesia sebagai 
salah satu negara terkemuka penghasil kain tradisional yang halus di dunia. 
Julukan ini datang dari suatu tradisi yang cukup lama berakar di bumi Indonesia, 
sebuah sikap adati yang sangat kaya, beraneka ragam, kreatif serta aristik.
2
 
Berbagai anekaragam batik yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, 
salah satunya berasal dari Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kota Surakarta sendiri 
bisa disebut sebagai salah satu barometer perbatikan di Indonesia. Kota Surakarta 
sendiri memiliki daerah-daerah yang sebagian besar masyarakatnya merupakan 
pengusaha batik yang dimana terdapat pula pengusaha yang memproduksi batik 
skala Industri rumahan. Pengusaha batik dengan skala Usaha Kecil Menengah 
(UKM) banyak dapat ditemui penjuru kota Surakarta, dan terdapat 2 Kampung 
wisata batik yang ada di Surakarta, yaitu Kampung Wisata Batik Kauman dan 
Kampung Wisata Batik Laweyan. Awalnya memang masyarakat ini mayoritas 
memang warga yang berprofesi sebagai pengrajin batik, kemudian pemerintah 
kota Surakarta menjadikan daerah ini sebagai kampung wisata yang dapat 
dikunjungi oleh banyak wisatawan. Di kampung batik ini, terdapat pula 
pengusaha batik besar dengan merek yang sudah dikenal banyak kalangan dan 
dominan diisi oleh pengusaha batik yang berbentuk Usaha Kecil Menengah 
(UKM). Di kota Surakarta sendiri, masih banyak pengusaha dan pengrajin batik 
yang memproduksi batik diluar Kampung Batik Laweyan maupun Kampung 
Batik Kauman. Akan tetapi, batik yang telah diproduksi oleh pengusaha UKM 
tersebut tidak memiliki merek. Adapula pengusaha ataupun pengrajin batik yang 
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memiliki merek atas produksinya akan tetapi tidak mendaftarkan mereknya ke 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI).  
Kesadaran pengusaha akan pentingnya pemanfaatan Hak Kekayaan 
Intelektual untuk mendukung kegiatan usaha mereka masih terbilang rendah. 
Sebagai contoh, apabila pemgusaha UKM batik melalui pemanfaatan Merek 
sebagai penanda produk, pengusaha UKM dapat membantu konsumen mengenali 
produk hasil kreasi mereka, sehingga dapat memudahkan para konsumen untuk 
mencari dan membeli produk-produk tersebut. Dalam kaitannya dengan produk 
batik, para atau pengusaha UKM batik dapat memanfaatkan hak Merek untuk 
menandai produk batik mereka yang memiliki kekhasan dan karakteristik 
tersendiri. Dalam hal ini, ragam dan variasi nilai ekspresi tradisional batik yang 
diproduksi oleh para pengusaha UKM batik tersebut dapat diidentifikasi melalui 
penggunaan Merek oleh masing-masing pengusaha. Pemanfaatan hak Merek 
untuk identifikasi produk batik dari pengrajin domestik ini juga dapat menjadi 
salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pengusaha UKM batik lokal dari 
ancaman arus perdagangan global. 
Merek merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang 
memiliki peranan penting. Merek adalah tanda yang dikenakan oeh pengusaha 
(pabrik, produsen dan sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai 
tanda pengenal.
3
 Menurut H.M.N. Poerwosutjipto, beliau memberikan pengertian 
merek yakni: “Merek adalah suatu tanda dengan mana suatu benda tertentu 
dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.”4 
Menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis Merek adalah:  
“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa 
gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 
(dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 
dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau 
jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan 
perdagangan barang dan/atau jasa.” 
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Pengaturan tentang merek yang berlaku untuk sekarang ini di Indonesia 
adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis. Peraturan baru ini dikeluarkan karena adanya pertimbangan yuridis 
yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 bagian konsideran 
huruf c yang menyebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 
tentang Merek masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung 
perkembangan kebutuhan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis, 
serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional 
sehingga perlu diganti. 
Bagi pengusaha beserta pengrajin Batik di kota Surakarta sendiri, 
perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, khusunya merek sendiri mungkin masih 
memerlukan waktu untuk diterima secara umum dan meluas. Untuk itu, 
diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan 
Intelektual mengenai pendaftaran merek bagi batik. Dapat disimpulkan bahwa 
masih banyak pengusaha UKM batik yang ada di kota Surakarta belum ataupun 
tidak menfaatkan pelindungan HKI dengan mendaftarkan merek batik yang telah 
mereka produksi sama sekali, dengan berbagai macam alasan, salah satunya 
kurangnya pemahaman akan pentingnya perlindungan HKI terhadap merek bagi 
batik  yang telah para pengusaha tersebut produksi. Apabila pengusaha 
mendaftarkan merek untuk batik yang diproduksi akan mendapatkan kelebihan 
yaitu, merek tersebut melindungi batik dan merek sebagai pembeda antara batik 
yang telah diproduksi dengan batik yang diproduksi oleh perusahaan lainnya. 
Sehingga merek sendiri tersebut digunakan sebagai alat pembeda antara produksi 
batik dari perusahaan atau industri satu dengan perusahaan atau industri batik 
yang lainnya. Penelitian ini mengkaji efektivitas pemanfaatan Merek oleh 
pengusaha UKM batik yang ada di Kota Surakarta, agar dapat mendaftarkan 
merek dari produk batiknya masing-masing, termasuk pentingnya pemanfaatan 
Merek tersebut bagi pengusaha UKM batik tersebut dalam persaingan 
perdagangan batik di Surakarta.
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, mengapa pengusaha 
UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum merek. 
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Kedua,apa yang mejnadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum merek 
di Kota Surakarta. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui alasan 
pengusaha UKM batik di Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan 
hukum merek. Kedua, untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan 
perlindungan hukum merek di Kota Surakarta. 
Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:  
Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan 
pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum. Kedua, hasil penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti 
serta dapat meberikan masukan untuk mengetahui perlindungan hukum dalam 
bidang Hak Kekayaan Intelektual  khususnya Merek.  
 
2. METODE  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang 
digunakan berdasarkan rumusan masalah adalah penelitian hukum empiris.  
Penelitian dilaksanakan tempat usaha batik yang berada di kota Surakarta. Sumber 
data diperoleh dari bahan hukum primer dari hasil wawancara dan observasi serta 
bahan hukum sekunder dari kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan 
analisis kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Alasan Pengusaha UKM Batik di Kota Surakarta Belum Memanfaatkan 
Perlindungan Hukum terhadap Merek 
Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Aplha Fabela 
selaku ketua Forum Pengembangan Kampung Batik Laweyan bahwa saat ini 
terdapat 72 pengusaha UKM maupun pengrajin batik yang bergerak di berbagai 
macam bidang mencangkup; industri batik proses, industri batik konveksi, 
showroom atau toko dan industri batik proses atau konveksi sampai dengan 
showroom. Kebanyakan dari pengusaha UKM tersebut masih dalam bentuk yang 
kecil, yang dimana omzet yang didapat pas-pasan. Beliau menuturan bahwa 
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sekarang ini baru 10% (sepuluh) persen pengusaha batik di Kampung Batik 
Laweyan yang telah mendaftarkan merek UKM batik mereka secara mandiri.  
Pemerintah kota Surakarta pernah melakukan sosialisasi mengenai pendaftaran 
HKI di Kampung Batik Laweyan. Dalam sosialisasi tersebut, Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan yang dahulu selaku dinas yang mengadakan sosialisasi seluruh 
Pengusaha beserta Pengrajin batik untuk mendaftarkan merek. Namun, peserta 
sosialiasi yang mebludak dikarenakan tidak hanya pengusaha dan pengrajin di 
Kampung Batik Laweyan yang antusias, namun banyak dari luar Kampung 
Wisata Batik Laweyan yang hadir. Dari hasil wawancara bisa dilihat bahwa 
terdapat Alasan-alasan yang menyebabkan para pengusaha UKM batik belum 
mendaftarkan merek dagang merek.  Alasan-alasan tersebut antara lain: 
Pertama, Kurangnya Pengetahuan Mengenai Pendaftaran Merek. 
Kurangnya  pengetahuan yang dimiliki oleh pengusaha UKM Batik mengenai 
pendaftaran merek disebabkan karena mereka kurang tertarik untuk mencari 
informasi secara teperinci mengenai pendaftaran merek. Pengusaha UKM yang 
telah mendaftar rata-rata merupakan pengusaha yang aktif mengikuti acara 
paguyuban, tinggi sosialisasinya juga. Sedangan yang tidak mendaftarkan 
merupakan pengusaha UKM yang memang tidak pernah mengikuti suatu acara 
yang diadakan oleh paguyuban, sehingga pengusaha UKM tersebut tidak memiliki 
informasi dan terkesan bersifat acuh.
5
 
Kedua, Anggapan Bahwa Merek Tidak Perlu Untuk Didaftarkan. Menurut 
ibu Ratri, salah satu pengusaha UKM batik bernama Mekarsari menyatakan 
bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi pengusaha UKM tidak mendaftakan 
perlindungan hukum terhadap merek batik nya adalah adanya anggapan dari 
pengusaha sendiri bahwa merek tidaklah penting untuk didaftarkan. Pengusaha 
UKM batik berpendapat bahwa walaupun merek usaha mereka tidak didaftarkan, 
usaha mereka akan tetap berjalan dengan lancar. Menurut para pengusaha, merek 
bukanlah menjadi faktor utama konsumen membeli produk batik. Karena cukup 
banyak pembeli yang membeli sebuah batik tidaklah melihat sebuah merek, 
namun pembeli hanya memperhatikan kenyamanan dari batik dan bagusnya motif 
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yang diproduksi oleh pengusaha UKM batik tersebut. Dan juga, banyak dari 
pengusaha UKM batik yang memproduksi batik kosongan (tanpa diberikan label 
merek) berdasarkan pesanan dari pihak lain yang akan menjual kembali batik 
tersebut dengan merek mereka sendiri. Dari batik kosongan pun para pengusaha 
tersebut mendapatkan keuntungan yang besar  sehingga tanpa merek, tidak akan 
mempengaruhi usaha batik tersebut.
6
 
Ketiga, Rendahnya Peran Pemerintah. Faktor lain yang mempengaruhi 
pengusaha UKM batik tidak memanfaatkan perlindungan hukum merek adalah 
rendahnya peran pemerintah. Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan 
pemahaman mengenai HKI, khususnya Merek masih terbilang cukup rendah. Hal 
ini terjadi karena pemerintah tidak sering memberikan sosialisasi mengenai 
pendaftaran merek.
7
 Menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Asril 
Agamas, yang merupakan Pengusaha UKM batik  3Brother yang membuka usaha 
batiknya di Pasar Kliwon, bahwa masih banyak Pengusaha UKM batik yang 
berada di luar Kampung Wisata Batik belum mendaftarkan merek karena 
rendahnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah 
hanya memberikan perhatian khusus terhadap pengusaha UKM batik yang berada 
di Sentra Batik yaitu Kampung Wisata Batik.
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Keempat, Biaya Pendaftaran Merek. Menurut hasil wawancara dengan 
bapak Bapak Edi, pemilik dari Batik Edy Wijaya, menuturkan bahwa banyak dari 
pengusaha UKM batik yang menganggap bahwa biaya pendaftaran merek masih 
terbilang mahal. Hal ini disebabkan karena mereka masih tergolong pengusaha 
kecil dengan pendapatan keuntungan yang  tidak terlalu besar.
9
 Biaya pendaftaran 
Merek menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 untuk Usaha Kecil dan 
Menengah apabila dengan elektronik adalah sebesar Rp. 500.000,00 dan 
pendaftaran dengan non-elektronik adalah Rp. 600.000,00.  
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Dari hasil wawancara penulis dengan responden, rata-rata responden  tidak 
mengetahui dengan jelasn mengenai besarnya biaya pendaftaran merek, yang 
mereka ketahui adalah biaya untuk pendaftaran merek tidaklah sedikit. Para 
pengusaha lebih memilih mengeluarkan biaya untuk perkembangan usahanya, 
tidak untuk mendaftarkan merek dari produknya.
10
 
Dari hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian dari pengusaha UKM 
batik memiliki keinginan untuk mendaftarkan  Merek ke DJHKI meskipun 
keinginan tersebut terganjal oleh  beberapa hal, seperti: tidak mengetahui prosedur 
pendaftaran Merek, Proses dianggap rumit serta biaya pendafataran yang 
dianggap mahal. Disamping itu, kurangnya sosialisasi menyeluruh dari dinas 
terkait yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Surakarta. Menurut responden, Dinas 
Koperasi dan UMKM belum pernah memberikan sosialasi terkait Perlindugan 
HKI, khususnya perlindungan hukum Merek. Dahulu sosialisasi dilakukan oleh 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun, pada tahun 2017 terjadi 
perombakan dinas, yang sekarang Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan 
mengurus mengenai IKM (Industri Kecil Menengah), sedangkan Dinas 
Perdagangan hanya mengurus masalah Pedagang yang ada di Surakarta. Sekarang,  
Dinas Koperasi dan UMKM yang bertanggung jawab mengenai pengusaha 
UMKM.  
Dari hasil wawancara yang dilkukan oleh penulis dengan beberapa 
responden yaitu pengusaha UKM batik, masih banyak dari pengusaha tersebut 
yang tidak memahami tentang pentingnya pendaftaran merek bagi produksi batik 
mereka dan bagaimana tata cara pendaftaran merek. Hal ini dikarenakan sikap 
acuh dari para pengusaha batik mengenai pengaturan merek dan para pedagang 
menganggap bahwa sebuah merek tidaklah perlu untuk didaftarkan lagi ke 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Responden menganggap 
bahwa prosedur pendaftaran merek itu rumit, memakan waktu yang lama, dan 
juga biaya yang dikeluarkan untuk mendaftarkan merek tidaklah sedikit. Sehingga 
rpara pengusaha batik cenderung untuk membiarkan merek yang mereka miliki 
dalam keadaan tidak didaftarkan.  
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3.2 Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Dagang Batik 
di Kota Surakarta 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 
kendala-kendala dalam pelaksanaan hukum merek di Kota Surakarta. Kendala-
kendala tersebut datang baik dari Pengusaha UKM batik maupun dari Dinas 
Koperasi dan UMKM kota Surakrta sebagai dinas yang bertanggung jawab dalam 
memberikan sosialisasi terkait HKI khususnya merek kepada pengusaha UKM di 
Kota Surakarta. Kendala-kendala yang dapat penulis jelaskan sebagai berikut: 
Pertama, kendala yang muncul dari pihak pengusaha batik di Kota 
Surakarta sendiri, adapun kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut: (1) 
Pemahaman yang lemah pengusaha batik di Kota Surakata terhadap substansi 
Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016; (2) Adanya sikap 
masa bodoh akan pentingnya sebuah pendaftaran merek dagang. 
Kedua, kendala berasal dari luar pengusaha batik di Kota Surakarta. 
Adapun faktor eksternal adalah mengenai peranan Pemerintah Kota Surakarta 
dalam mensosialisasikan UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 terhadap 
para pedagang UKM batik. Apabila dilihat dari sisi UU Merek dan Indikasi 
Geografis tahun 2016 sendiri, dengan sistem pendaftaran yang bersifat konstitutif 
sesungguhanya bukanlah faktor pendukung para pedagang batik tidak 
mendaftarkan merek dagang  batiknya. Apabila tidak ada itikad baik dari pencipta 
merek untuk medaftarkan mereknya, negara tidak akan melindungi merek 
tersebut.  
Di Indonesia  hak merek diperoleh melalui pendaftaran, inilah yang 
disebut stelsel konstitutif atau first to file system. Dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentan g Merek dan Indikasi Geografis berbunyi: “Hak 
atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.” Asumsi hukum timbul 
bahwa: “pemohon pertama yang mengajukan pendaftaran dengan itikad baik 
adalah pihak yang berhak atas merek, sampai terbukti sebaliknya.” Tujuan 
ketentuan ini merupakan penyederhanaan ketentuan lama yang menetapkan 
pendaftaran satu merek hanya untuk satu kelas barang dan jasa. Hal ini 
dimaksudkan untuk memudahkan pemilik dalam menggunakan mereknya untuk 
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beberapa barang atau jasa yang termasuk dalam beberapa kelas yang sehatusnya 
tidak perlu direpotkan dengan prosedur administrasi yang mengharuskan 
pengajuan permohonan secara terpisah bagi setiap kelas barang atau jasa. Hanya 
saja biaya bagi pendaftaran merek ini tetap dikenakan sesuai dengan jumlah kelas 






Pertama, alasan-alasan yang menyebabkan para pengusaha UKM batik di 
Kota Surakarta belum memanfaatkan perlindungan hukum terhadap merek dagang  
antara lain kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa 
merek tidak perlu untuk didaftarkan, rendahnya peran pemerintah dan biaya 
pendaftaran merek. Masih banyak dari pengusaha UKM yang tidak memahami 
pentingnya suatu peraturan UU Merek dan Indikasi Geografis. Lebih jauh aspek 
hukum lain yang berhubungan ialah kesadaran hukum. 
Kedua, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan 
hukum merek dagang batik di Kota Surakarta datang dari pengusaha UKM batik 
di Kota Surakarta dan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surakarta. Kendala 
dari pengusaha UKM batik yaitu lemahnya pemahaman pengusaha UKM batik di 
Kota Surakata terhadap tata cara pendaftaran merek, substansi Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan juga sikap masa 
bodoh pengusaha UKM batik terhadap pentingnya sebuah pendaftaran merek 
dagang terhadap batiknya. Para  pengusaha beranggapan bahwa merek tidaklah 
perlu didaftarkan karena pengusaha mengedepankan kualitas, beberapa pengusaha 
pun memproduksi batik tanpa merek karena produk tersebut akan dijual kembali 
kepada orang yang akan menempelkan sendiri merek terhadap batik tersebut. 
Kendala selanjutnya datang dari Pemerintah Kota Surakarta. Dimana 
Dinas Koperasi dan UMKM selaku wakil dari Pemerintah Kota Surakarta tidak 
mengerti akan peraturan merek yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena dahulu sosialisasi mengenai 
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perlindungan HKI merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan. Pada awal tahun 2017, dilakukan perombakan Kedinasan. Yang 
dimana Dinas Perindustrian digabung dengan Ketenagakerjaan dan Dinas 
Perdagangan sendiri. Sehingga, Dinas Koperasi dan UKM selaku dinas yan 
dilimpahkan tanggung jawab baru, belum memahami bagaimana peraturan 
tentang HKI khususnya UU merek. Sehingga, Dinas Koperasi dan UMKM belum 
melaksanakan sosialisasi mengenai UU merek dan subtantif dari UU Merek 
tersebut. Dan kurang tersedia secara memadai sarana dan prasarana atau fasilitas 
yang mendukung penegakan hukum merek terhadap batik di wilayah Kota 
Surakarta ini sendiri menjadi kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum 
merek di Kota Surakarta. 
4.2 Saran 
Pertama, Dinas Koperasi dan UMKM selaku perwakilan dari Pemerintah 
Kota Surakarta dan menggantikan peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan 
dalam melaksanakan sosialisasi harus mempelajari tentang seluk-beluk HKI 
sehingga dapat segera memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum kepada 
pengusaha UKM batik Kota Surakarta mengenai Hak Kekayaan Intelektual 
khususnya tentang merek. Sosialisasi mengenai undang-undang terkait yang 
mengatur tentang merek dilakukan secara rutin dan menyeluruh agar para 
pengusaha UKM batik di Kota Surakarta  dapat mendapatkan informasi yang jelas 
mengenai pentingnya mendaftarkan merek, mengerti tata cara pendaftaran merek 
serta adanya peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai perantara untuk 
mendaftarkan merek ke Kementrian Hukum dan HAM. 
Kedua, para pengusaha UKM batik di Kota Surakarta sebaiknya 
mendaftarkan merek dari produk batiknya supaya mendapatkan perlindungan 
hukum karena merek sendiri memegang peranan penting dalam perdagangan dan 
supaya terhindar dari pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan 
usaha para pengusaha tersebut.   
Ketiga, para pengusaha UKM batik di Kota Surakata haruslah melek 
hukum khususnya tentang merek, caranya bisa dimulai dengan cara membaca 
media cetak dan mencari tahu lewat media elektronik mengenai pengaturan 
hukum merek. Supaya para pengusaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi 
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akan pentingnya perlindungan hukum merek bagi produk batiknya. Dengana 
begitu, maka dapat menumbuhan keinginan mendaftarkan merek dari produk 
mereka supaya mendapat perlindungan hukum. 
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